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ABSTRAK
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Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Lembaga Wali Nanggroe dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Lembaga Wali Nanggroe  sebagai dasar hukum Lembaga Wali Nanggroe, sedangkan Majelis Rakyat Papua berdasarkan Pasal
19-25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Paraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Membicarakan hubungan Lembaga Wali Nanggroe dengan Pemerintah Aceh dan
hubungan Majelis Rakyat Papua dengan Pemerintah Papua. Menjelaskan  persamaan dan perbedaan hubungan lembaga Wali
Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua dengan Pemerintah Daerahnya.					 	  	  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan tentang hubungan Lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua dengan pemerintah daerah serta mengemukakan
persamaan dan perbedaan Lembaga Wali Nanggroe dengan Majelis Rakyat Papua. 						  	  	  Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan menggunakan data sekunder beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan
menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) dimana data tersebut dianalisis secara kualitatif.								  	  Hasil dari penelitian
ini ditemukan bahwa struktur kelembagaan yang terdapat dalam Lembaga Wali Nanggroe  (LWN) terlalu besar tetapi
kewenangannya kecil terhadap Pemerintah Aceh, LWN hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan. Sedangkan Majelis
Rakyat Papua (MRP) kelembagaan kecil tetapi kewenangan yang dimiliki sangat besar, MRP selain kewenangannya dalam
memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Papua dapat juga memberikan persetujuan tertentu seperti persetujuan
terhadap calon gubernur Papua, Perdasus dan Perdasi. 								  	 	  Disarankan Kepada Pemerintah Aceh dan DPRA selaku
penyelenggara pemerintahan di Aceh agar dapat melakukan evaluasi terhadap Qanun LWN tersebut, karena beberapa substansi
dalam Qanun tersebut tidak mencerminkan azas profesionalitas, seperti persyaratan pendidikan bagi Calon Wali Nanggroe dan
anggota majelis-majelis tertentu tidak tercantum di dalam Qanun LWN.
